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 Skripsi ini merupakan sebuah kajian yang mencoba mencermati bagaimana 
pandangan tentang “ Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut 
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Karena itu oleh karena itu masalah 
yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana 
Islam, bagaimana perbandingan dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan caramengkaji dan menelaah 
berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan 
tentang usia anak dan pertanggung jawaban pidananya, Hukum Pidana positif dan 
Hukum Pidana Islam. 
 Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan batas usia anak dan pertanggung 
jawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 
Menjelaskan perbandingan pertanggungjawaban hukum pidana yang dilakukan oleh 
anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.  
 Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa pertanggungjawaban pidana 
dalam hukum positif adalah yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau 
hubungan si pembuat dengan akibat perbuatannya, sedangkan dalam hukum islam 
pertanggungjawaban pidana ialah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan 
atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana 
seseorang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu.batas usia anak 
dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum positif, batas 
usia anak adalahdibawah usia 8 tahun  dapat dikenai pertanggungjawaban pidana 
dengan mengembalikan kepada orang tuanya, usia 8-12 tahun diajukan ke sidang 
pengadilan, kemudian diserahkan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada 
departemen sosial atau lembaga kemasyarakatan untuk disertai teguran dan syarat 
tambahan, usia 12-18 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman 
maksimum setengah atau sepertiga dari hukuman orang dewasa berdasarkan pasal 47 
KUHP. Dalam hukum pidana Islam, Dibawah 7 tahun jika menimbulkan kerugian 
pertanggungjawannya digantikan oleh orang tuanya, serta diberikan pembinaan atau 
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Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin 
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif - Tidak dilambangkan ا
 - Bã b ب
 - Tã t خ
 (Să s s (dengan titik di atasnya ز
 - Jim j ض
 (Hă h (dengan titik di bawah ح
 - Khă kh ر
 - Dal d د
 (Zal z z (dengan titik di atasnya ذ
 - Ră r ز
 - Zai j ش
 - Sĩ s ض
 - Syĩm sy ش
 (Şăd ş s (dengan titik di bawahnya ص
 (Dăd d d (dengan titik di bawahnya ض
 (Ţă t t (dengan titik di bawahnya ط
 (Ză z z (dengan titik di bawahnya ظ
 (ãin „ koma terbalik (di atas„ ع
 - Gain g غ
 - Fă f ف
 - Qăf q ق
 - Kăf k ك
 - Lăm l ل
 - Mĩm m و





ٔ Wãwũ w - 
ِ Hã h - 
 Hãmzah „ Afostrop, tetapi lambang ini ء
tidak mempergunakan untuk 
hamzah di awal kata 
٘ Yã y - 
 
II. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
Contoh: ادًدٚح ditulis ahmadiyyah. 
 
III. Tãmarbũtah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 
Contoh: جًا عح ditulis jãmã‟ãh 
2. Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh: كسايح األٔنٛاء ditulis kãrãmãtũl-auliyã 
IV. Pokal Pendek 
Fathah ditulis ã, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis û. 
 
V. Vokal Panjang 
A Panjang ditulis ã, i panjang ditulis ĩ, dan u panjang ditulis û, masing-masing 
dengan tanda hubung (-) di atasnya 
 
VI. Pokal Rangkap 
Fathah + yã tampa dua titik yang dimatikan ditulis ãi, ditulis dan Fathah + 
wãwû mati ditulis au. 
 
VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalan satu kata Dipisahkan dengan 
apostrop („) 
Contoh: اأَرى ditulis a‟antum 
 ditulis mu‟annaş يؤَس :             
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al_ 
Contoh : ٌانقسأ ditulis Al-Qur‟ãn 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya. 





IX. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 
 
X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
1. Ditulis kata perkata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.  
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A. Latar Belakang Masalah 
  Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Ditinjau  
dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim 
diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atauperson 
underage),orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur 
(minderjaringheid atau  inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di 
bawah pengawasan wali (minderjarigeonvervoodij). Maka dengan bertitik tolak 
kepada aspek tersebut  diatas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur 
adanya unifikasi hukum yang baku dengan berlaku universal untuk menentukan 
kriteria batasan umur bagi seorang anak.
1
 
 Apabila dijabarkan lebih detail dan terperinci maka,  ada beberapa batasan 
umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi seorang anak, yaitu: 
1. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa terdapat didalam pasal 1 ayat 
1 Undang-Undang Pengadilan Anak. Yang menyebutkan anak adalah orang 
yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan ) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin. Yang dimaksudkan Anak Nakal sebagai berikut: 
                                                          
1








a. anak yang melakukan tindak pidana, 
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. 
 Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah 
pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak 
dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia 
dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara 
mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang 
dilakukan oleh anak itu. 
2.  Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
  Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak 
menentukan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal 
penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan 
berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. 
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan 
yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai fakrtor yang 






dikeluarkannya peraturan perundang undangan yang bersangkutan yang 
berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.
2
 
3. Kitab Undang-undanh Hukum Pidana (KUHP) 
 Anak adalah yang berumur dibawah 16 tahun (pasal 45 dan 47) dalam 
KUHP terdapat juga batasan umur yang lain bagi seorang anak, yakni pasal 
283 ayat 1 serta pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan umur 15 tahun). 
4.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) 
Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun 
dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek 
hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut: 
a. status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. 
b. hak-hak anak di dalam hukum perdata. 
Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan 
konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Di samping itu hukum 
romawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan 
pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam 
batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun 
memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum 
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mencapai umur dewasa menurut hukum Islam telah mendapatkan tanggungjawab 
pidana atas perbuatan yang dilakukannya. 
Hukum Islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang 
membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi 
tanggungjawab pidana. Dalam hukum Islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua 
unsur yaitu mempunyai berpikir dan mempunyai pilihan. Menurut para fukaha, 
dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya  
“di angkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang; anak-anak sampai ia 
baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh/sadar.” 
Dari makna hadits di atas “di angkat pembebanan“menunjukkan bahwa ada 
syarat atau sebab sehingga adanya tautan syara‟. Anak-anak sampai ia balig 
menunjukkan bahwa syarat/sebab yang harus ada adalah bermimpi basah. Ini 
merupakan hukum asal yang telah di tetapkan dalam hukum Islam. Apabila 
seseorang anak belum juga mengalami mimpi basah pada usia mencapai baliq, hal 
mana di anggap telah terjadi suatu kerusakan/kelainan pada orang tersebut, karena 
itu wajib di anggap orang tersebut telah baliq yang mewajibkan padanya 
pembebanan hukum. Alasan pandangan ini memberikan batasan usia delapan belas 
atau Sembilan belas tahun. 
Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa 
laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan 
belum pernah hamil.
3
 Dalam Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat diantara 
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para fuqaha dalam menentukan usia baligh. Hal ini dikarenakan perbedaan 
penafsiran atas hadits Nabi saw, 
َٔ َددَّ شََُا عَ  ٌْٓص  َّٙ ݗڐ ٽُا ت ٌَّ انَُّثِ ُْہ أَ َٙ لّلّاُ َع َّٙ َزِض ٍْ َعهِ َّ٘ َع ٍِ انْثَْصِس ٍِ اْنَذَس ٍْ قَرَاَدجََع اٌو َع ًَّ ٌُ قَاال َددَّ شََُا َْ  فَّا
ْعرُ  ًَ ٍْ اْن َع َٔ ْٛقِعَ  ٍْ انَُّا ئٌِى َدرَّٗ َْٚسرَ ٍْ شاَلَ شٍَح َع َسهََّى قَاَل ُزفَِع اْنقَهَُى َع َٔ ِْٛہ  ٌِ َددَّ َْٚعقَِم ِ َٕصهَّٗ لّلّاُ َعهَ ْٕ ْجُُ ًَ قَاَل اْن ْٔ أَ
ِْٛس َددَّ َٚصِةَّ  ِغ ٍْ انص َ َع َٔ  
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan 
kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam dari 
Qatadah dari Al Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal: orang yang 
tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang 
yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh”.
4
 
Makna hadist “diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak 
kecil sampai iabaligh (mimpi basah/yahtalim)” adalah menjadikan mimpi basah 
sebagai adanya khitab (tuntutan fiqh). Hukum asal menetapkan bahwa adanya 
khitab karena baligh. Hadis tersebut menunjukkan bahwa baligh ditetapkan oleh 
mimpi basah.Ini karena baligh dan kekuatan berpikir merupakan ibarah (sesuatu 
yang dapat diambil) atas balighnya seseorang dan kesempurnaan keadaannya. 
Semua itu ada melalui kesempurnaan kemampuan dan kekuatan untuk 




Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya 
membebankan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukalaf. Karena itu, 
apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak 
dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku untuk 
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anak yang belum baligh.
6
 Mayoritas fuqaha membatasi usia 15 (lima belas) tahun 
untuk laki-laki dan perempuan sebagai batas akhir dianggap baligh. Untuk itulah, 
jika diusia tersebut tanda-tanda baligh masih belum tampak juga, maka anak 
yangtelah berusia 15 tahun, secara sendirinya ia telah dianggap baligh. Karena 
baligh inilah, secara hukum seorang anak dianggap dan dibebani suatu kewajiban 
bagi dirinya sendiri. Meski kalau diperhatikan kembali, bisa jadi ketentuan usia 
baligh ini hanyalah batas untuk kewajiban dan pertanggungjawaban hukum dalam 
ranah ibadah semata. Namun masih menjadi pemikiran bersama juga, karena 
banyak dalam literatur  yang menjelaskan, usia baligh itu sendiri menjadi batasan 
juga dalam pertanggungjawaban pidana pula. 
Namun bila kita mengaju kepada pasal 45 KUHP mengenai anak-anak 
yang dapat diajukan kesidang pengadilan adalah bila anak tersebut  telah mencapai 
usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang  No.3 Tahun 1997 
tentang peradilan anak, pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat 
dijatuhi hukuman atau sanksi sangatlah berbeda, ketentuan pasal tersebut berbunyi 
: 
1. Batas umur anak nakal yang dapat di ujukan kesidang anak adalah 
sekurang-kurangnya Delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 
Delapan Belas (18) tahun dan belum pernah kawin. 
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana 
dalam ayat (1) dan diajukan kesidang anak. 








Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur  antara kata 
dewasa dan kata anak cukup menjadi proplema yang rumit. Klasifikasi umur akan 
menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu 
tindak pidana dipertanggungjawabkan kapadanya dalam lapangan kepidanaan. 
Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini 
adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak 
disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk 
suatu lapangan tertentu,
7
 karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh 
para hakim memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. 
Seperti contoh pertama, seorang kanak-kanak bermain dengan korek api di 
pinggir rumah tetangga; lalu menyalakan dinding rumah tersebut, sehingga 
menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (pasal 187 
KUHP). Bagaimana pun juga terangnya bahwa anak itulah yang membakar rumah 
tersebut, setidak-tidaknya bahwa karena perbuatan anak itu rumah tadi terbakar 
(pasal 188 ke-1), tapi tidak ada seorang pun yang akanmengajukan dia ke muka 
hakim pidana untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.
8
 
Contoh kedua, orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang 
seorang lain, dan memukuli hingga babak belur.Di sini pun orang gila tadi tidak 
diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim kerumah sakit jiwa. 
Contoh Ketiga, seorang dokter yang karena ditodong dengan pistol, dan 
disuruh berbuat demikian, membuat surat keterangan palsu tentang adanya 
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penyakit pada yang menodong tadi, dengan maksud supaya tidak masuk wajib 
militer. Perbuatan tersebut ketahuan dan dokter dituntut di muka hakim karena 
melanggar pasal 267 KUHP, tetapi tidak mungkin dia dijatuhi pidana karena dia 
dipaksa untuk itu.Perbuatan dokter tersebut dapat dimengerti dan kesalahannya 
dimaafkan tentu yang menodong tadi harus dituntut karena menyuruh lakukan 
perbuatan tersebut pasal 267 KUHP. 
Dari contoh-contoh tersebut diatas, kiranya sudah dapat diduga ke arah 
mana letak jawabannya, anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan, 
karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna 
perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. 
Dikatakan bahwa karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup 
penuh, maka fungsi batin jiwanya juga belum sempurna. Sebaliknya orang gila 
tadi, meskipun sudah dewasa, tapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang 
dipikirkan, apa yang diinsyafi ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak 
mungkin disamakan dengan penginsyafan kita. Orang yang demikian pun fungsi 
bathinnya tidak normal. 
Adapun contoh dokter tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, karena dalam 
keadaan yang demikian (diancam dengan pistol) dianggap tidak dapat berbuat lain 
dari pada apa yang dilakukan .dia berbuat demikian karena di saat itu bathinnya 
tertekan oleh suatu keadaan dari luar, sehingga fungsinya tidak normal juga.
9
 
Permasalahan batas umur anak dan pertanggung jawaban pidananya 
menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan menjadi perbincangan 
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yang menarik untuk dibahas maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk 
mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah yang akan 
diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Berapa batas usia anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam 
2. Bagaimana perbandingan batas usia anak dalam Pertanggungjawaban  Pidana 
menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam  
C. Tujuan dan Kegunaan  
1. Tujuan penelitian: 
a. Menjelaskan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya    
menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 
b. Menjelaskan berapa batas usia anak dan perbandingan pertanggung 
jawaban hukum pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana 
positif dan hukum pidana islam. 
2. Kegunaan penelitian: 
a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif 
khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidananya. 
b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab 







D. Kajian Pustaka  
 Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka 
uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. 
Adapun buku dari kalangan tokoh atau pakar hukum positif  yang membahas 
tentang hukum anak di antaranya adalah buku karya Darwan Prinst Hukum anak 
Indonesia yang memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan hukum anak di 
negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-
undangan. 
Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyak yang membahas 
mengenai status hukum seorang anak. Dari kalangan tokoh hukum Islam di 
antaranya adalah seperti buku karya Abdul Qadir Audah yang berjudul “at-Tasyri‟ 
al-Jina‟I al-Islami”,  yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukuman ini, 




Dengan melihat dari berbagai kemungkinan di atas maka dalam penelitian ini 
juga diperlukan literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi 
psikologi dan sosiologi, di antaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang 
berjudul Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum
11
. dan 
bukunya Y. Bambang Mulyono dalam Analisis Kenakalan Remaja dan 
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 Dan masih banyak lagi kajian psikologi dan sosiologi yang 
mengungkap kenakalan anak dari perkembangan jiwa dan lingkungan di mana 
anak tersebut hidup. 
E. Kerangka Teoritik 
 Anak menurut kamus bahasa Indonesia secara etimologi diartikan dengan 
manusia yang belum dewasa.
13
 Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan 
kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Ditinjau dari aspek 
yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif indonesia biasa diartikan 
sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau juga disebut sebaga 
anak yang dibawah pengawasan wali.
14
 
 Pertanggungjawaban pidana (al- Mas‟uliyyah al- Jinayyah) adalah 
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang 
dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud 
dan akibat dari perbuatannya.
15
 
 Salah satu prinsip dalam fiqh jinayah adalah seseorang tidak bertanggung 
jawab kecuali terhadap jarimahyang telah diperbuatnya sendiri dan 
bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain. 
Prinsip tersebut ditandaskan dalam al-Qur‟an yang terdapat dalam surat Al-
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An‟am(6):164, Al-Fathir (35) : 18, An-Najm (53) : 39, Al-Fussilat (41) : 46, An-
Nisa‟ (4) : 12 
Dalam fiqh jinayah pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 
1. Adanya perbuatan yang dilarang, 
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri (tidak dipaksa), dan 
3. Si pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut (idrak).16 
Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga apabila tidak terdapat 
maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban pidananya.Dalam hal 
pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebankan hukuman 
pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Hukum pidana Islam juga 
mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang 
dewasa kecuali ia telah baligh.  
Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana 
terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang 
mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: 
a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.  
b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan 
dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.
17
 
Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh MartimanProjohamidjo, unsur-
unsur pertanggungjawaban tersebut adalah: 
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a. Kemampuan berfikir (psychis) pada pembuat yang memungkinkan 
pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya. 
b.  Dan oleh sebab itu, dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya. 
c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai 
denganpendapatnya (tentang makna dan akibat).
18
  
Dari unsur-unsur tersebut, dapat diterangkan bahwa pertanggung jawaban 
terkait erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa adanya 
kesalahan tidak mungkin seseorang dimintakan 
pertanggungjawaban.Pertanggungjawaban juga memperhatikan beberapa keadaan 
dari seorang tersebut.Sebab tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat 
dipidana. Ini tidak lain karena ada ketentuan yang berkaitan erat dengan 
kemampuan bertanggungjawab yang ada pada diri orang tersebut, semisal anak-
anak dan orang yang cacat mentalnya.19 
Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses 
hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 
3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan 
setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 
Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak 
diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan 
sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga 
antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada 
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perbandingan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak 
tersebut.  
Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, 
yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan 
hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada 
organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah 
berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. 
Namun demikian hukum pidana Islam mempunyai aturan yang jelas, 
kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua 
orang tuanya.Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku 
sebagaimana yang dituntun agama.Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku 
anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. 
Dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang pantas menerima 
hukuman. Hukum pidana Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik 
anak yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur.Hukum pidana Islam 
memberikan hak kepada waliy al-amr (hakim atau penguasa) untuk menentukan 
hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Dalam hukuman ini hakim berhak 
menjatuhkan sanksi: 
a. Memukul si anak, 
b. Menegur atau mencelanya, 
c. Menyerahkannya kepada waliy al-amratau orang lain, 






e. Menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasan khusus.20 
Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum 
dia berusia 7 tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman ta‟diby 
(hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud dan 
qishash meskipun si anak melakukan jarimah tersebut. Meskipun begitu, adanya 
pengampunan tanggungjawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti 
membebaskannya dari tanggungjawab perdata atas semua tindakan yang 
dilakukannya. karena itu, seorang anak yang melakukan jarimah, dia akan tetap 
terbebani untuk menerima ta‟zir dan juga diyat sebagai atas jarimah yang telah 
dilakukannya tersebut.  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan caramengkaji dan 
menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan 
dengan bahasan tentang usia anak dan pertanggung jawaban pidananya, 
Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang 
batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana 
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positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan 
dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
3. Objek Penelitian 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 
bersumber dari al-Qur‟an dan al-Hadist, yang merupakan sumber hukum 
islam dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang anak sebagai sumber hukum positif  juga bersumber dari 
buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai 
batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya baik menurut hukum 
pidana positif maupun hukum pidana islam. 
4. Analisis Data  
Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan 
membandingkan data mengenai batas usia anak dan pertanggung jawaban 
pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 
5. Teknik Pengumpulan  Data 
Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap 
pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang  batas usia 
anak dan pertanggung jawaban pidananya. Hukum Pidana positif dan Hukum 
Pidana Islam yang relevan dan representatif. 
 
G. Sistimatika  Pembahasan 
 Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara 






Bab I, berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar 
belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skiripsi ini, 
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka tioritik yang dipakai sebagai acuan dasar 
ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode 
penelitian berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada 
titik akhir pembahasan. 
Bab II, yang menguraikantentang pertanggungjawaban pidanaanak menurut 
hukum pidana positif. Dalam bahasan bab ini meliputi pengertian 
pertanggungjawaban pidana,batasan  umur pertanggungjawaban pidana yang 
meliputi pengertian anak dan jenis sanksi bagi anak, dan pada akhir bab ini akan 
menguraikan unsur-unsur atau syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. 
Bab III, menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana menurut hukum 
pidana positif. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian  pertanggungjawaban 
pidana, batasan umur pertanggungjawaban pidana anak, hapusnya 
pertanggungjawaban pidana, sebab-sebab hapusnya hukuman dan pada akhirbab 
ini akan menguraikan tingkatan pertanggung jawaban pidana. 
Bab IV, analisis batas usia anak pertanggungjawaban pidana dalam hukum 
pidana positif dan hukum pidana Islam, Pembahasan ini meliputi batas usia anak 
dan pertanggungjawaban pidana anak.  
Bab V, adalah penutup yang didalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa 









PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK 
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF 
 
A. Pengertian pertanggungjawaban 
 
Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umur dalam pertanggung 
jawaban pidana anak, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu apa yang 
dimaksud dengan pertanggungjawaban itu sendiri. Ada tiga hal pokok dalam 
hukum pidana materiel yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, kesalahan 
(pertanggungjawaban pidana), dan saksi yang diancamkan.
21
Jika melihat 
permasalahan materiel, maka pembahasan pertanggungjawaban pidana 
merupakan pembahasan yang menarik, berbicara pertanggungjawaban pidana 
maka tidak akan terlepas pada pembahasan mengenai kesalahan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar 
pada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan  (Geens traf zonder schuld) 
yang dikenal dengan asas kesalahan, dalam hukum positif dikenal dengan asas 
legalitas. Artinya pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana 
yang dilandasi sikap batin yang salah atau  jahat. Meski dalam  perkembangannya 




Pengertian dari istilah schuld yang berasal dari istilah bahasa Belanda, 
oleh Satochid Kartanegara ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu: 
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1. Schuld dalam arti “ethis sosial” 
Dari sudut ini schuld berarti: 
Hubungan antar jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, 
dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat 
perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga 
perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, 
berdasar pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. 
2. Schuld dipandang dari sudut “hukum  pidana” (instrafrechterlijkezin), 
Yang dimaksudkan dengan schuld dalam arti hukum pidana ini, adalah 
bentuk schuld dengan kesengajaan (dolus dan culpa). 
Dari uraian tersebut di atas, maka kesalahan (schuld) mempunyai dua arti 
yaitu schuld dalam arti luas dan schuld dalam arti yang sempit.Schuld dalam arti 
ethis sosial disebut cshuld dalam arti yang luas, dengan mengambil haluan jiwa 
yang sehat dari si pelaku sebagai pangkal, sehingga perbuatan yang demikian itu 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan schuld yang dipandang dari 
sudut hukum pidana disebut schild dalam arti yang sempit.
23
 
Gambaran sederhananya bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam  hukum 
positif, unsur “kesalahan” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Jadi, 
perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang 
yang  melakukan perbuatan  pidana  itu memang  mempunyai  kesalahan, tentu 
dia akan dipidana. Tetapi,  manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun 
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Simons merumuskan dalam buku karya Ani Hamzah bahwa schuld yang 
diartikan pula dengan kesalahan  atau pertanggungan jawab adalah sebagai 
berikut “Kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut 
dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa, hingga orang itu 
dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. 
Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk adanya 
pertanggungan jawab pidana, harus memikirkan dua hal yang penting, di samping 
melakukan perbuatan pidana dan adanya, yaitu keadaan psychis (batin) pada 
orang yang melakukan perbuatan pidana dan  adanya hubungan antara keadaan 
psychis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. 
Dengan demikian antara keadaan psychis dengan perbuatan yang dilakukan 
merupakan  hubungan  yang sangat erat, maka untuk lebih jelas perlu diadakan 
pemisahan, guna dapat ditinjau lebih dalam.
25
  
Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta menyebabkan seseorang dapat 
dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.Sementara itu, pemidanaan 
tergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatannya.Jadi, 
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Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan 
masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk 
menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan 
perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat, 
karena orang yang normal , sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya 
sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sebaiknya 
bagi orang yang jiwanya tidak normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku 
baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungan jawab, seperti yang 
telah dinyatakan dalam ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
yang bunyinya sebagai berikut: 
1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan 
atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada 
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan 
ke rumah sakit jiwa, paling lama satu (1) tahun sebagai waktu percobaan. 
3. Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, 
pengadilan negeri. 
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Pasal 44 dirumuskan sebagai perkecualian dari ketentuan tersebut, 
sehingga tidak semua yang melakukan tindak pidana, dapat di mintakan 
pertanggungjawaban pidana juga. Kemudian di atur dalam(Pasal 45, 46, dan 47 
KUHP) pasal 45 “penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun  tidak dijatuhi pidana 
melainkan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya.” 
pasal 46 ”jika orang yang tersalah itu mencapai umur 18 tahun diserahkan kepada 
pemerintah, supaya yang bersalah dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara 
supaya menerima pendidikan dari pemerintah”. Dan pasal 47 “jika hakim 
menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana 
dikurang 1/3 (satu per tiga), dan bila perbuatan itu yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 
tahun, dan pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat 
diterapkan karena pasal 10 butir b nomor 1pencabutan hak-hak tertentu, dan 3 
pengumuman putusan hakim. 
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia 
mempunyai kesalahan. Seseorang dianggap mempunyai kesalahan, apabila pada 
waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela 
oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat, jika memang tidak ingin berbuat 
demikian.Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif 
mengenai kesalahan.Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang 
berpandangan psikologis.Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan 






ditentukan bagaimana keadaan batin (niat) dari seorang pelaku, tetapi bergantung 
pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah 
dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan.
27
 
Dipidana atau tidaknya si pembuat kejahatan bukanlah bergantung pada 
apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa 
tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu.Karena itulah 
maka juga dikatakan, dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas 
legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang 
dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar 
daripada dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada 
kesalahan”.
28
Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin 
dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidakmelakukan perbuatan 
pidana.Tetapi meskipun dia melakukan perbuatanpidana, tidaklah selalu dia dapat 
dipidana. 
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana 
Berbicara mengenai batasan umur kedewasaan seseorang maka tidak lepas 
dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar), maka setiap 
manusia pasti melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai 
dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itulah, disini penulis 
ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa yang dinamakan anak itu. 
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1. Pengertian Anak 
 
Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia  mengenai pengertian 
anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang belum dewasa
29
. 
pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari 
hubungan antara pria dan wanita. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian 
anak di mata hukum  positif Indonesia biasa diartikan sebagai orang yang 
belum dewasa, orang dibawah umur atau juga disebut sebagai anak yang 
dibawah  pengawasan wali
30
. 
Pengertian Anak Menurut hukum  pidana pengertian kedudukan anak 
dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang 
bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang 
berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap 
tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata 
karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum 
dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan 
perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang 
berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan 
perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai 
berikut. 
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Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.Undang-
undang ini mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini.
31
 
a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
tahun.  
b.  Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di LAPAS 
Anak Paling lama sampai berumur 18 Tahun.  
c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 
paling lama sampai berumur 18 tahun. 
Batasan umur untuk  anak sebagai korban pidana diatur dalam pasal 1 
ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.Dari rumusan tersebut dapat diketahui 
bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki 
batasan minimal umur.
32
 Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak 
mendapat perlindungan. 
Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai 
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21 Tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian ini dapat disimpulkan 
bahwa batas usia anak yang menjadi tanggungjawab orang tua dalam 
kesejahteraannya adalah anak-anak yang belum berusia 21 Tahun. 
Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam pasal 330 bab 
kelima belas bagian kesatu tentang sebelum kedewasaan kitab Undang-
undang hukum perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai 
berikut; belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 
Tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
33
 
Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum 
menikah, seandainya anak telah menikah  sebelum 21 Tahun kemudian ia 
bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya  sebelum ia genap 21 tahun, maka 
ia tetap dianggap sebagai orang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian 
anak menurut ketentuan pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Perdata 
mempunyai dua syarat, yaitu: 
1. Orang atau anak itu dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud 
belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum 
pernah kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 
tahun, maka ia sudah dianggap dewasa. 
2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 
16 tahun. 
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 Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana 
anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga 
melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan BismarSiregar, 
dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah 
mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 
tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si 
anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
34
 
 Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan 
tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam 
batasannya, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing 
Undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
35
 
 Apabila dijabarkan secara lebih detail dan terperinci maka 
akandidapatkan dan ditemui beberapa batasan umur seorang anak dari 
hukumpositif yang ada di Indonesia tentang seseorang yang disebut anak 
tersebut. 
1. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah 
seorangyang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan(Pasal 1 ayat 1). 
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2. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah 
setiapmanusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah 
termasukanak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demikepentingannya (Pasal 1 ayat 5) 
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Anak adalah mereka yang 
belummencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin (Pasal 370) 
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah yang 
berumurdibawah 16 tahun (Pasal 45 dan 72). Dalam KUHP terdapat 
juga batasanumur yang lain bagi seorang anak, yakni Pasal 283 ayat 1 
(batasan umur17 tahun), kemudian Pasal 287 ayat 1 serta Pasal 290 
ayat 2 dan 3 (batasanumur 15 tahun). 
5. Undang-undang  No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Yaitu 
anakadalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
pernahkawin (Pasal 1 ayat 1). 
6. Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Batasan umur anak di sidang 
pengadilan yangboleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan umur di 
bawah 15 tahun danbelum pernah kawin (Pasal 171) dan dalam hal-hal 
tertentu hakim dapatmenentukan anak yang belum mencapai umur 17 
tahun tidakdiperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5). 
Jadi, kesimpulan penulis bahwa batas usia anak ialah pertama, 






maka batas umur anak adalah  relatif  tergantung pada kepentingannya. 
Kedua, batas usia anak itu apabila ia mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya itu. Ketiga, batas usia anak berumur 16 (enam belas tahun) 
tahun adalah batas usia menetapkan seseorang masih tergolong anak atau 
bukan. 
Namun kalau mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak 
yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah jika anak tersebut telah 
mencapai usia 16 tahun.
36
tapi kalau melihat Undang-undang Nomor 3 tahun 
1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4, hukuman atau sanksi pidana disitu 
sangatlah berbeda. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi: 
a) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
b) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah 
anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum 




 Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata 
dewasa dan kata anak cukup menjadi problem yang rumit.Klasifikasi umur 
akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat 
                                                          
36
 Lihat KUHP Pasal 45, Trinity, 2009, hlm. 17. 
37






tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam 
lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai 
inti dalam persoalan ini (pertanggungjawaban) adalah kedewasaan. Walaupun 
kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun 
dalam klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.
38
Hal ini 
karena akan menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam 
memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. 
Dengan adanya ketentuan yang berbeda-beda dalam setiap instrumen 
perundangan mengenai batasan umur anak yang dapat dimintakan 
pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadikan kekacauan hukum, 
sehingga dikhawatirkan justru akan memberikan dampak negatif bagi seorang 
anak. Hal semacam telah tampak dari berbagai permasalahan yang muncul 
dalam proses penanganan anak nakal, sehingga banyak kalangan menilai 
bahwa aparat penegak hukum dianggap telah merampas masa depan anak-
anak tersebut. 
2. Jenis sanksi bagi anak 
Di dalam hukum positif jelas sudah undang-undang yang telah 
mengatur mengenai jenis sanksi yang akan diberikan kepada seorang anak 
yang melakukan tindak pidana, yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Anak, yang mana dalam Undang-undang tersebut telah mengatur tata 
cara peradilan anak dan beberapa jenis sanksi yang akan diberikan pada anak 
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pelaku tindak pidana. Hukum  memang berlaku untuk semua kalangan, entah 
itu orang dewasa ataupun anak-anak.Akan tetapi undang-undang juga telah 
mengatur ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak dihukum 
Pengadilan atau diringankan hukumannya. 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa anak nakal 
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan  terlarang  bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 




Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, secara tekstual jenis 
jenis sanksi bagi anak diatur di dalam BAB III tentang Pidana dan Tindakan 
yang terangkum dalam Pasal 22-32. Sanksi-sanksi tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
Pasal 22 di dalamnya menjelaskan: 
Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang 
ditentukan dalam undang-undang ini. 
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 Pasal 23: 
1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok 
dan pidana tambahan. 
2.  Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: 
a. pidana penjara; 
b. pidana kurungan;  
c. pidana denda; atau 
3. pidana pengawasan.Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhi pidana 
tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau 
pembayaran ganti rugi. 
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur 
lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. 
Pasal 24: 
1. Tindakan yang dapat dijauhkan kepada Anak Nakal ialah: 
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan atau latihan kerja; atau 
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi 
SosialKemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 






2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai 
denganteguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. 
Pasal 25: 
1. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
2huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
2. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 





1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ 
(satu perdua)dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa. 
2. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 
matiatau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
3.  Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur 
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hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan 
tindakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. 
4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
2huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindakpidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam 
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak nakal tersebut 
dijatuhkansalah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24. 
Pasal 27: 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ 
(satu per dua) darimaksimum ancaman pidana kurungan bagi orang 
dewasa. 
Pasal 28: 
1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling 
banyak½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi 
orangdewasa. 
2. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ternyatatidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. 
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 
90(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 








1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana 
penjarayang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 
3. Syarat umum adalah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan 
tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. 
4.  Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal 
tertentuyang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap 
memperhatikan kebebasan anak. 
5.  Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada 
masapidana bersyarat bagi syarat umum. 
6. Jangka waktu  masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat(1) paling lama (3) tahun. 
7.  Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan 
pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 
bimbinganagar Anak nakal menepati persyaratan yang telah 
ditentukan. 
8. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh 
BalaiPemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan. 
9. Selama Anak nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat 






 Pasal 30: 
1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling 
singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 
2.  Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam  ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah 
pengawasanJaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. 
3. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 
pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
Pasal 31: 
1. Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada 
Negara,ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai 
Anak Negara. 
2. Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak 
dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak 
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di 
lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau swasta. 
Pasal 32: 
Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib 
mengikutipendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana 










Terhadap Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan 
yang ditentukan dalam  Undang-undang ini, hal tersebut sesuai dengan Pasal 
22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Klasifikasi umur anak yang 
ditetapkan oleh Undang-undang tersebut yaitu anak yang masih berusia 8-12 
tahun hanya dikenai tindakan, anak yang berusia 12-18 tahun dijatuhkan 
pidana didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial anak. 
Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika 
perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:  
a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak  
b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma  
c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 
Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai 
suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. 
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang telah 
melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 
1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 
orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan 
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hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai ketentuan KUHP, maka bagi 
anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. 
Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam 
KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman 
bagi orang dewasa.
42
 Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun dan  melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 
mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a 
Undang-undang No. 3 tahun 1997, maka terhadap anak tersebut tidak dapat 
dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak tersebut kepada 
negara untuk pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pidana kurungan yang 
dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 2 angka 2 huruf a Undang-
undang Nomor 3 tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari 
maksimum ancaman kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana 
denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 Undang-undang 




Namun seperti halnya batas usia anak yang menjadi perdebatan. 
Penjatuhan sanksi penjara atau penahanan terhadap anak menjadi polemik 
tersendiri juga. Karena itulah, para pemohon atas pengujian materi 
(judicialreview) terhadap Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 juga 
menggugat penjatuhan sanksi penjara bagi seorang anak. Para pemohon 
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menganggap bahwa masih banyak alternatif hukuman lain yang lebih 
manusiawi dan mendidik bagi anak selain pidana penjara. Sebab, anak yang 
sejatinya masih memiliki masa depan yang lebih panjang, akan tersita dan 
terkungkung dalam dunia yang tidak relevan dengan kondisi anak-anak 
lainnya karena harus mendiami penjara tersebut. 
Begitu kompleks-nya unsur-unsur dalam diri anak yang berhadapan 
dengan hukum Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan 
dengan aspirasi masyarakat, biasanya disebabkan oleh kualitas sumber daya 
manusia yang kurang baik atau penerapan legal spirit yang ketinggalan 
zaman. Sehubungan dengan hal itu, perlu peningkatan profesionalisme aparat 
penegak hukum dan aparat pemerintah agar selalu concerned terhadap 
perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara 
kepastian dan keadilan hukum yang ada agar tidak terjadi kekacauan dalam 
penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.
44
 
C. Unsur-unsur atau Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapanya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu 
bertanggung jawab mencakup:  
a. Keadaan jiwanya:  
1.  Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair);  
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2.  Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya), dan  
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 
pengaruh bawah sadar/reflexebewenging, melindur/slaapwandel, 
menganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. 
Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.  
b. Kemampuan jiwanya:  
1.  Dapat menginsyafihakekat dari tindakannya;  
2.  Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 
dilaksanakan atau tidak; dan  
3. . Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi
45
 menjelaskan bahwa:  
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan 
“jiwa”(geestelijkevermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan 
“berfikir”(verstanddelijkevermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah 
yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijkevermogens. 
untuk terjemahan dari verstanddelijkevermogenssengaja digunakan istilah 
“keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” Pertanggungjawaban pidana disebut 
sebagai “toerekenbaarhei. 
Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” 
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa 








dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.
46
 
Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, 
menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. 
Menurut Ruslan Saleh
47
, tidaklah ada gunanya untuk  mempertanggung 
jawabkan  terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak 
bersifat melawan  hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih 
dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian 
semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana 
yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 
dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :  
a) Melakukan perbuatan pidana;  
b) Mampu bertanggung jawab;  
c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan  
d) Tidak adanya alasan pemaaf.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada 
maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat 
dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.  
Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, 
haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan 
menjadi 3 (tiga) yaitu:  
1) Kemampuan bertanggungjawab;  
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2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);  
3) Tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggung 
jawaban pidana adalah:  
1. Kesalahan;  
2.  Kemampuan bertanggungjawab;  
3. Tidak ada alasan pemaaf 
Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya  kemampuan bertanggung 
jawab harus ada:  
a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 
yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor 
akal) 
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 















PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK 
 DALAM HUKUM ISLAM 
 
 
A. Pengertian  Pertanggungjawaban Pidana 
 
Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umur dalam pertanggung 
jawaban pidana anak, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu apa yang 
dimaksud dengan pertanggungjawaban itu sendiri. Pertanggungjawaban dalam 
syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak 
adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang 
tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu.
48
 
Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 
1. Adanya perbuatan yang dilarang 
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri 
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. 
 Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat juga pertanggungj 
awaban.Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. 
Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Iman Sunan At-Tirmidzi disebutkan: 
ٍِ انْ  ٍْ قَرَاَدجَۥ َع اٌو َع ًَّ َس. َددَّ شََُا َْ ًَ ٍَ ُع . َددَّ شََُا تِْشُسْت ُّٗ ٍُ َْٚذَٛٗ اْنقُطَِع ُد ْت ًَّ ٍّٗ َددَّ شََُا ُيَذ ٍْ َعهِ ٍِ َع َذَس
ٍِ انَُّ  ٍْ شاََلشٍَح, َع َسهََّى قَاَل:ۦ  ُزفَِع اْنقَهَُى, َع َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ
ِ َصهَّٗ لّلّاە َل لّلّاە ْٕ ٌَّ َزُس ٍِ اَ َع َٔ ْٛقِعَ,  ٗ َْٚسرَ
ا ئُِى َدرّە
ٗ َْٚعقِمَۦ.  ەِ َدرّە ْٕ ْعرُ ًَ ٍِ اْن َع َٔ  . ِّٗ َدرَّٗ َِٚشةَّ ثِ انصَّ
49
 
Artinya: Muhammad bin Yahya Al Qutha‟i menceritakan kepada kami, Bisyr 
bin Umar menceritakan kepada kami, Hamman menceritakan kepada kami dari 
Qatadahdari  Al Hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabdah: 
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“Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari tiga perkara: 1. Orang tidur sampai ia 





 Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan 
terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban 
kepada mereka tidak ada. 
 Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang 
bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur 
oleh nash (syar‟i).bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah 
berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan 
sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuataan itu. Singkatnya 
dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum.Hal inilah 
yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.
51
 
Jadi tidak ada suatu jarimah, kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak 









Artinya:  Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 
Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat 
dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 





 Ahmad WardiMuslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta: 






yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada 





Para fuqaha merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum 
adaketentuan nash, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari 
kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandangi 
sebagai jarimah, kecuali bila ada nashyang jelas melarang perbuatan tersebut. 
Apabila tidak ada nash seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap 
pelakunya.
53
 Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
jarimahdan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu nash. 
Di dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga 
prinsip, Pertama; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan 
perbuatan yang diwajibkan, Kedua; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan 
sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau 




Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran 
yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada 
pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa 
memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang akan 
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dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islam bahwa pelaku tindak pidana yang 
dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah ia mukallaf, yaitu, yang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal bukanlah 
orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan.Demikian 
juga pada orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihat kondisi 
mental dan sosialnya. 
Seorang anak yang melakukan jarimah pastinya juga akan menerima 
pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa 
pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda dengan 
beban pertanggungjawaban yang yang dibebankan pada orang dewasa (mukallaf). 
Menurut Syafi‟i dan beberapa kalangan fuqaha, lainnya bersepakat bahwa 
seorang anak yang belum baligh hanya akan dikenakan hukuman ta‟zir dan diyat 
atas jarimah apapun yang dilakukannya.
55
 
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak 
Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari 
hubungan antara pria dan wanita.Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam 
kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan di dalam 
pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. 
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Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang 
dilahirkan oleh manusia dan atau yang bersangkutan.
56
 
Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-
beda. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan 
anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan 
belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap 
baligh(dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.
57
 
Mengenai batasan umur dewasa dilihat dari kekuatan berfikir dan 
pilihan (iradahdan ikhtiar) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui 
beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai 
dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalam fase perkembangan itulah, 
hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahami seorang anak, 
sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pemidanaannya. Pendapat dari 
para ahli fiqhmengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa 
yang dilaluinya yaitu: 
1) Masa tidak adanya kemampuan berfikir Pada masa ini dimulai sejak anak 
lahir sampai usia 7 tahun dan pada masa tersebut seorang anak tidak 
mempunyai kemampuan berfikir atau belum tamyiz. Apabila seorang anak 
melakukan perbuatan jarimah, maka jarimah yang dilakukan anak tidak 
dikenakan hukuman baik pemidanaan maupun pengajaran. Akan tetapi 
anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan 
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atas hak milik pribadi yakni memberikan ganti rugi kepada korban yang 
dirugikan anak tersebut. 
2) Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai anak mencapai 
masa kedewasaan. Kebanyakan fuqaha membatasinya sampai anak usia 15 
tahun. Kalau seorang anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah 
dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti sebenarnya. Pada 
masa ini seorang anak tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana 
atas jarimah yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindakan dan 
pengajaran. 
3) Masa kemampuan berfikir penuh Pada masa ini dimulai sejak mulai 
mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 
tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung 
jawaban pidana atas tindak pidana yang, dilakukan.
58
 
Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa hukum-hukum 
mengenai asal mula seseorang dimulai dengan pembentukannya hingga 
sempurna akalnya dibagi kedalam empat periode, yaitu: 
a. Periode Janin 
 Periode ini dimulai semenjak seseorang ini berupa alaqah(segumpal 
darah) dalam kandungan ibunya sampai ia lahir, pada periode ini sifat 
kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud 
badannya seolah-olah ia merupakan bagian ibunya. Ia makan dari apa 
yang dimakan ibunya, ia bergerak jika ibunya bergerak dan ia pindah dari 
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suatu tempat ketempat lain jika ibunya berpindah tempat. Tapi dari segi 
adanya ruh dia telah merupakan suatu jiwa tersendiri. 
b. Periode Tufulah (kanak-kanak) 
 Dimulai sejak dia lahir kedunia, setelah lahirnya maka   sempurnalah 
sifat kemanusiaannya, karena dia telah terpisah dari ibunya.Kemampuan 
akalnya berkembang sedikit demi sedikit, masa ini sudah mendekati 
tamyiz. 
c. Periode Tamyiz 
Periode ini dimulai semenjak umur 7 tahun, dia telah memiliki 
ahliyahalwujubkelayakan seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang 
ditentukan oleh syara‟ atau undang-undang- secara sempurna karena tidak 
diragukan lagi keberadaannya sebagai manusia. Seseorang dikatakan 
tamyiz apabila sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk baik 
bagi dirinya maupun orang lain.  
d. Periode Baligh 
Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda 
mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan 




Menurut Abdul Qodir Audah anak yang belum baligh dapat 
ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan 
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belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha 
berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni 
tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta 
terlihatnya kecerdasan.
60
 Dari dasar ayat al-Qur‟an dan hadits serta dari 
berbagai pendapat dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam 
mengacu pada batas ihtilam, namun terjadi perselisihan mengenai batas 
umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, 
temperamen, tabiat dan lingkungan seseorang tersebut berada. 
Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak adalah 














Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan 
janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. 
barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan 
                                                          
60
AlieYafie, dkk.,Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari “At-Tasyri‟ al-Jina‟ i 
al-IslamiyMuqarananbilQanunilWad‟iy” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, (Bogor: PT Kharisma 






diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, 
Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila 
kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan 
saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai 




Dalam penjelasan ayat tersebut memang memberikan keterangan 
mengenai anak yatim berkaitan dengan urusan hartanya.Namun, dapat diambil 
pemahaman bahwa ini juga berkaitan dengan kecakapan seorang anak dalam 
menerima beban pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Dalam kitab al-
Amwal wa Nadzriyatul Aqdi disebutkan, ayat ini tegas menyatakan bahwa 
anak yatim wajib diasuh sampai umur dewasa atau dengan kata lain, perlu 
(tetap diasuh) sampai seseorang mencapai dewasa.
62
 
Para fuqaha seseorangdiminta pertanggungjawaban atas perbuatannya 
dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. 
Menurut pandangan Syafi‟iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, umur 
15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup 
umur, baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang anak laki-laki 
bermimpi yang mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, sebelum 
berumur 10 tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan beban dan 
resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka 
belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karena itu wajib 
dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani 
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pertanggungjawaban pidana adalahdengan ketentuan kedewasaannya secara 
kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.
63
 
Menurut Imam Syafi‟I yang disadur oleh Chairuman, seorang anak 
telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15 
tahun sudah ihtilam maupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai 
umur 15 tahun, maka sudah dianggap dewasa.
64
 
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana 
 Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan 
perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang bertalian dengan diri pembuat. Hal-hal 
yang mengakibatkan kebolehan sesuatu perbuatan haram (jarimah) ialah:
65
 
1. Pembelaan yang sah 
Pembelaan yang sah dalam syariat Islam ada dua macam: 
a) Pembelaan khusus (menolak penyerang) 
Pembelaan khusus dalam syariat Islam adalah hak (kewajiban) 
seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang 
lain. Dasar hukum untuk pembelaan khusus ini tercantum dalam surah Al-




Artinya: ……..oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka 
seranglahia, seimbang dengan serangannya terhadapmu….
66
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b) Pembelaan Umum (Amar Ma‟ruf Nahi Munkar) 
Pembelaan umum artinya pembelaan umum untuk kepentingan umum 
atau dalam istilah lain disebut dengan amar ma‟ruf nahi munkar. Dasar 







Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. 
 
2. Pengajaran  
Pengajaran terhadap dibawah umur terhadap anak-anak bisa 
dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek, dan washiy. Seorang 
ibu dapat memberikan pengajaran, jika ia menjadi washiy atas anak kecil atau 
memjadi pengasuh dan pemeliharaannya. Syarat-syarat memberikan 
pengajaran terhadap anak tidak berbeda dengan syarat pengajaran terhadap 
istri. Dengan demikian maka pendidikan dan pengajaran diberikan kepada 




Demikian pula pukulan jangan sampai melukai, tidak boleh mengenai 
wajah dan anggota badan mengkhawatirkan seperti perut dan kemaluan. 
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Pukulan yang dimaksudkan sebagai pendidikan itu boleh berlebihan dan layak 
dianggap sebagai pengajaran terhadap anak kecil.
68
 
Apabila pukulan masih batas-batas tersebut maka orang yang 
melakukan pengajaran tidak dibebani pertanggungjawaban karena 
perbuatannya termasuk perbuatan mubah. Apabila pemukulan mengakibatkan 
cedera pada anggota tubuh anak, menurut Imam Malik dan Iman Ahmad 
pengajaran atau pendidik tidak dikenakan penggantian kerugian, selama 
pukulannya itu layak dianggap sebagai pendidikan dan masih dalam batas-
batas yang telah ditentukan oleh syara‟. Apabila pukulannya sangat keras 




3. Pengobatan  
Mempelajari ilmu kedokteran hukumnya fardhukifayah,kecuali 
apabila tidak ada orang lain maka hukumyan berubah menjadi fardhu 
„ain.Oleh karena itu pengobatan dokter merupakan suatu kewajiban, sebagai 
konsekuensi logisnya adalah seorang dokter tidak dapat dituntut (dibebani 
pertanggungjawaban pidana) karena pekerjaanya dalam bidang pengobatan. 
Menurut Imam Abu Hanifah, pertanggungjawaban tersebut hapus 
karena dua sebab sebagai berikut. 
a. Kebutuhan masyarakat. Pengobatan diperlukan oleh masyarakat dalam hal 
ini mengharuskan terjaminnya kebebasan dalam profesinya dan hapusnya 
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pertanggungjawaban pidana  dan perdata, sehingga tidak perlu khawatir 
dalam menjalankan profesinya itu. 
b. Adanya izin (persetujuan) dari pasien atau keluarga. Maka dengan 
berkumpulnya kedua alasan tersebut, lengkaplah alasan hapusnya 
pertanggungjawaban dokter itu.  
Imam Syafi‟i berpendapatalasan hapusnya pertanggungjawaban dari 
seorang dokter adalah adanya izin dari orang yang sakit dan adanya 
iktikadbaik dokter untuk menyembuhkan pasiennya dan tidak untuk 
menyakitinya.Sedangkanmenurut Imam Malik alasan hapusnya 
pertanggungjawaban dokter adalah adanya izin (persetujuan) penguasa dan 
izin dari orang yang sakit.
70
 
4. Olahraga (Al-Furusiah) 
Syariat Islam menjungjung tinggi dan membolehkan jalan untuk 
menguatkan badan, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan keberanian 
serta kepahlawanan melalui kegiatan olahraga yang lebih dikenal dikalangan 
fuqaha dengan istilah al „b al-furusiah, seperti pacuan kuda, panahan, tinju, 
dan sebagainya. Dasar hukum tentang bolehnya olahraga ini antara lain 
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Artinya:  dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang 
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu 
dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang 
Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah 
niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 
(dirugikan). 
 
5. Hapusnya jaminan keselamatan 
Adapun yang dimaksud dengan hapusnya jaminan keselamatan adalah 
kebolehan diambilnya tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota 
badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau dilukai. Jaminan 
keselamatan dapat diperoleh dengan dua cara: 
a. Iman atau Islam, orang yang menyatakan dirinya beriman atau telah 
masuk Islam, ia tidak boleh dibunuh atau dianiaya. 
b. Perjanjian keamanan baik sementara maupun selanya. 
Selain karena dua sebab tersebut, jaminan keselamatan juga dapat dihapus  
apabila seseorang melakukan jarimahhudud dan qishash yang diancam 
dengan hukuman mati atau potongan anggota badan. Jarimah-jarimah tersebut 




6. Hak-hak dan kewajiban penguasa 
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Syariat Islam meletakkan beban (kewajiban-kewajiban) atas para 
penguasa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan dan 
kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban-
kewajiban tersebut adalah petugas umum (publik) dengan berbagai tingkatan 
dan kekuasaan atau wewenangnya. Jika seorang petugas melakukan 
pekerjaannya maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. 
Penggunaan hak-hak penguasa, sebagaimana firman  Allah SWT dala surat 











Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
D. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman 
Sebab-sebab hapusnya hukuman ada empat macam: 
a. Paksaan  
َجُد  اإَْلِ ْكَساەُ ْٕ ُ فِْعٌم ُٚ َّّ تِأََ َٔ ُْٚفِسُد اِْخرَِٛاَزەُ.  ْٔ ُل ِزَضاەُ اَ ْٔ ِْٛسەِ فََُٛص ٌُ تَِغ ََْسا ُ فِْعٌم َْٚفَعُم ْاإِل ٍَ تِأَََّّ ِي
 .ُُّْ ًعا إِنَٗ اْنفِْعِم انَِّرٖ طُهَِة ِي ْٕ ِّ َيْدفُ ُْٛستِ ْكَسەِ َيْعًُٗ َِٚص ًُ َذمِّ أَ٘ اْن ًَ ْكِسەِ َْٚذُدُز فِٗ اْن ًُ اْن






Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena 
orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna 
pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang 
memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang 
mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatannya yang di mintakan 
kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain 




b. Mabuk  
 Syariat Islam melarang minuman khamar (minuman keras) baik 
sampai mengakibatkan mabuk atau tidak.minuman khamar jarimahhudud dan 
dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok.
73
Secara umum 
yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minuman-
minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu 
Hanifah, seorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal 
pikirannya baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit 
dan bumi, dan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Muhammad ibn 
Hasan dan Imam Abu Yusuf berbeda pendapat bahwa orang mabuk itu adalah 
orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Pendapat ini juga 
merupakan imam-imam yang lain. Alasan mereka ini adalah Firman Allah 
dalam surat An-Nisaa‟ ayat 43. 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 





Adapun pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, menurut 
pedapat yang kuat (rajih) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi 
hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau 
terpaksa untuk minum atau ia meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia 
tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah khamar atau ia 
meminum minuman kerasuntuk berobat. Orang yang sedang mabuk tersebut 
ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan 
kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang 
gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman keras  karena kemauan 
sendiri dengan sengaja tanpa alasan, atau ia meminumnya sebagai obat yang 
sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia harus 
bertanggungjawab  atas setiap jarimah yang dilakukannya ketika ia mabuk. 
Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah 




Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukalaf yang dapat 
dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan 
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berpikir dan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari dua perkara 
ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus.Kemampuan 
berpikir seseorang itu dapat dapat hilang karena paktor bawaan sejak lahir 
atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik.Hilangnya 
kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila.Dungu 
merupakan tingkatan yang gila yang paling rendah. 
Menurut sebahagian fukaha kekuatan berpikir orang dungu sama dengan 
orang yang sudah mumayiz (lebih kurang berumur antara tujuh (7) tahun 
sanpailima belas (15) tahun, sedang menurut sebahagian yang lain sama 
dengan anak yang belum mumayiz. Karena pikirannya yang tidak stabil itu, 
secara umum orang yang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. 
d. Di bawah umur 
Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang 
pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur merupakan konsep yang 
sangat baik. Dengan demikian menurut hukum romawi, apabila anak-anak 
telah mencapai umur tujuh (7) tahun ke atas maka ia dibebani 
pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum 
mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban 
pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk 
merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia mencapai usia 
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E. Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana 
a. Sengaja (Al-Amdu) 
Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan 
perbuataan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti 
pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki 
akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana 
dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.
77
 
b. Menyerupai sengaja (Syibhul „Amdi) 
Pengertian syinhul „Amdiadalah dilakukannya perbuatannya itu dengan 
maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatannya itu tidak 
dikehendaki.Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran syibhul 
„amdidikaitkan dengan alat yang digunakan.Kalau alat yang digunakan itu 
bukan alat biasa (ghalib) untuk membunuh maka perbuatan tersebut termasuk 
kepada menyerupai sengaja.Dalam pertanggungjawabannya menyerupai 
sengaja berada dibawah sengaja. 
c. Keliru (Al Khata‟) 
Keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa 
ada maksud melawan hukum.Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena 
kelalaiannya. Keliru ini ada dua macam: 
a) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, 
tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.  








b)  Keliru dalam dugaan, seperti orang tentara yang menembak seseorang 
yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata 
anggota pasukan sendiri. 
d. Kedaan yang Disamakan dengan Keliru 
Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan keliru. 
a) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, 
tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat 
kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di 
suatu barak penampungan dan ia mendidih bayi itu sehingga bayi tersebut 
mati. 
b) Pelaku menyebutkan terjadinya suatu perbuataan yang dilarang karena 
kelalaiannya tetapi tanpa kehendaknya, seperti seseorang yang menggali 
parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak memberi tanda 
bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang 
lewat. 
Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada 
keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud 
untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata 
akibat keteledoran dan kelalaiannya, sedangkan dalam hal keliru pelaku 










ANALISIS BATAS USIA ANAK PERTANGGUNG 
 JAWABAN PIDANADALAM HUKUM   
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. BATAS USIA ANAK 
Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan 
konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum islam disamping itu hukum 
romawi yang merupakan hukum positif pertama didunia membuat pemisahan 
pertanggungjawaban anak-anak dibawah umur dengan orang dewasa dalam 
batasan usia (7) tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia diatas tujuh 
tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum 
mencapai umur dewasa menurut hukum Islam telah mndapatkan tanggungjawab 
pidana atas perbuatan yang dilakukannya.
78
 
Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak 
adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, 
sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) 
apabila mereka telah  mencapai usia 15 tahun.
79
 
Para fuqaha seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan 
mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut 
pandangan  Syafi‟iyah, Hanafiyah, Hanabilah umur 15 tahun murupakan usia 
minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun 
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perempuan. Dan Malikiyah umur 18 tahun ketika memasuki usia baligh.
80
 
Namun, seorang anak laki-laki bermimpi yang mengeluarkan sperma dan seorang 
perempuan haid, sebelum berumur 10 tahun, tidak cukup untuk mempertanggung 
jawabkan beban dan resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya 
sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. 
Karena itu wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa 
dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya 
secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.
81
 
Batasan umur untuk  anak sebagai korban pidana diatur dalam pasal 1 ayat 
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak 
dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang 
berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.
82
 
Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapat perlindungan. UU No 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiapmanusia yang berusia 
di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat 5),  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah yang berumur 
dibawah 16 tahun (Pasal 45 dan 72). Dalam KUHP terdapat juga batasan umur 
yang lain bagi seorang anak, yakni Pasal 283 ayat 1 (batasan umur 17 tahun), 
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kemudian Pasal 287 ayat 1 serta Pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan umur 15 tahun). 
Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang HukumAcara 
Pidana (KUHAP), Batasan umur anak di sidang pengadilan yangboleh diperiksa 
tanpa sumpah dipergunakan umur di bawah 15 tahun danbelum pernah kawin 
(Pasal 171) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum 
mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 
5). 
Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 
Tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa 
batas usia anak yang menjadi tanggungjawab orang tua dalam kesejahteraannya 
adalah anak-anak yang belum berusia 21 Tahun. 
Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam pasal 330 bab kelima 
belas bagian kesatu tentang sebelum kedewasaan kitab Undang-undang hukum 
perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut; belum dewasa 




Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan 
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan BismarSiregar, dalam bukunya 
menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis 
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diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang 
menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong 
anak tetapi sudah dewasa.
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Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan 
tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, 
karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang 
itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum  mencapai umur 21 tahun dan 
belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
85
 
Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum 
menikah, seandainya anak telah menikah  sebelum 21 Tahun kemudian ia bercerai 
atau ditinggal mati oleh suaminya  sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap 
dianggap sebagai orang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut 
ketentuan pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, 
yaitu: 
3. Orang atau anak itu dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum 
dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah 
kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia 
sudah dianggap dewasa. 
4. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 
tahun. 
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Dalam penjelasan diatas batas usia umur dapat diklasifikasikan sebagai 
tabel dibawah ini: 






UU No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak 
18 tahun  Hanapiyah 15 Tahun 
UU No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi 
Manusia 
18 Tahun  Malikiyah 18 Tahun 
Kitab UU Hukum Perdata 
& UU No. 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan 
Anak 
21 Tahun  Syafi‟iyah 15 Tahun 
Kitab UU Hukum Pidana 
(KUHP) 
16 Tahun Hanabilah 15 Tahun  
UU No. 8 Tahun 1981 
Tentang Kitab Undang-
undang Acara Pidana 
(KUHAP) 
15 Tahun Hukum islam  7 Tahun 
UU 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak  
16 Tahun      -   - 
 
Dari penjelasan diatas penulis ingin menganalisa tentang batas usia anak 
menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 
Batas usia anak dalam hukum pidana positif itu yang Pertamaberbeda-
bada tergantung pada tempat waktu dan keperluan apa dalam hal ini umur 
anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Kedua apabila ia mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya itu dan ketigabatas usia anak yang balig 
itu 16 tahun karenabatas usia menetapkan seseorang masih tergolong anak 
atau bukan. 
. Dan batas usia balignya seseorang anak dalam hukum islam kalau laki-






bulu kemaluan yang tebal, perubahan menjadi suara besar, keluarnya mani 
baik ketika jaga atau tidur, baik keluarnya itu karena mimpi, berjimak atau 
sebab lain. Jika tanda-tanda ini tidak tampak pada seseorang maka dilihat dari 
usianya, yaitu ketika sempurna berusia 15 Tahun. 
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak  
Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwaseseorang 
bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur 
oleh nash(syar‟i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah 
berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan 
sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu.Singkatnya dapat 
dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum.Hal inilah yang 
menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.
86
 
Salah satu prinsip dalam fiqh jinayah adalah seseorang tidak bertanggung 
jawab kecuali terhadap jarimahyang telah diperbuatnya sendiri dan 
bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain. 
Prinsip tersebut ditandaskan dalam al-Qur‟an yang terdapat dalam surat Al-
An‟am(6):164, Al-Fathir (35) : 18, An-Najm (53) : 39, Al-Fussilat (41) : 46, An-
Nisa‟ (4) : 12 dan prinsip berdasarkan pidana positif pertanggungjawaban pidana 
yang berdasar pada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan 
(Geenstrafzonderschuld) yang dikenal dengan asas kesalahan, dalam hukum 
positif dikenal dengan asas legalitas. Artinya pelaku pidana dapat dipidana bila 
melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau 
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jahat.Meski dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang 
menyimpang dari asas kesalahan tersebut.
87
 
Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses 
hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 
3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan 
setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 
Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak 
diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan 
sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga 
antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada 
perbandingan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak 
tersebut.  
Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, 
yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan 
hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada 
organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah 
berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. 
Dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang pantas 
menerima hukuman.Hukum pidana Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk 
mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur.Hukum pidana 
Islam memberikan hak kepada waliy al-amr(hakim atau penguasa) untuk 
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menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Dalam hukuman ini 
hakim berhak menjatuhkan sanksi: 
f. Memukul si anak, 
g. Menegur atau mencelanya, 
h. Menyerahkannya kepada waliy al-amratau orang lain, 
i. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal, 
j. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.88 
Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum 
dia berusia 7 tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman 
ta‟diby(hukuman untuk mendidik).Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hududdan 
qishashmeskipun si anak melakukan jarimahtersebut.Meskipun begitu, adanya 
pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti 
membebaskannya dari tanggung jawab perdata atas semua tindakan yang 
dilakukannya.karena itu, seorang anak yang melakukan jarimah, dia akan tetap 
terbebani untuk menerima ta‟zirdan juga diyat sebagai atas jarimah yang telah 
dilakukannya tersebut. 
Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses 
hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 
3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan 
setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 
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Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak 
diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan 
sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga 
antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada 
perbandingan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak 
tersebut.  
Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, 
yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan 
hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada 
organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah 
berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. 
Para fuqaha merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum 
adaketentuan nash, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari 
kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandangi 
sebagai jarimah, kecuali bila ada nashyang jelas melarang perbuatan tersebut. 
Apabila tidak ada nash seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap 
pelakunya.
89
 Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
jarimah dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu nash. 
Di dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga 
prinsip, Pertama; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan 
perbuatan yang diwajibkan, Kedua; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan 
sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau 
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Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran 
yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada 
pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa 
memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang akan 
dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islam bahwa pelaku tindak pidana yang 
dapat di mintakan pertanggungjawaban adalah ia mukallaf, yaitu, yang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal bukanlah 
orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan.Demikian 
juga pada orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihat kondisi 
mental dan sosialnya. 
Seorang anak yang melakukan jarimah pastinya juga akan menerima 
pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa 
pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda dengan 
beban pertanggungjawaban yang yang dibebankan pada orang dewasa (mukallaf). 
Menurut Syafi‟i dan beberapa kalangan fuqaha, lainnya bersepakat bahwa 
seorang anak yang belum baligh hanya akan dikenakan hukuman ta‟zir dan diyat 
atas jarimah apapun yang dilakukannya. 
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Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus 
karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si 
pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan 
pembuat delik.
91
 Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak 
akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti 
mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara 
hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam 
keadaan gila atau sakit saraf. 
Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan 
masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk 
menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan 
perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat, 
karena orang yang normal , sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya 
sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sebaiknya 
bagi orang yang jiwanya tidak normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku 
baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungan jawab, seperti yang 
telah dinyatakan dalam ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
yang bunyinya sebagai berikut: 
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4. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan 
atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
5. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada 
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan 
ke rumah sakit jiwa, paling lama satu (1) tahun sebagai waktu percobaan. 
6. Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, 
pengadilan negeri. 
Pasal 44 dirumuskan sebagai perkecualian dari ketentuan tersebut, 
sehingga tidak semua yang melakukan tindak pidana, dapat di mintakan 
pertanggungjawaban pidana juga. Kemudian di atur dalam  (Pasal 45, 46, dan 47 
KUHP) pasal 45 “penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun  tidak dijatuhi pidana 
melainkan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya.” 
pasal 46 ”jika orang yang tersalah itu mencapai umur 18 tahun diserahkan kepada 
pemerintah, supaya yang bersalah dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara 
supaya menerima pendidikan dari pemerintah”. Dan pasal 47 “jika hakim 
menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana 
dikurang 1/3 (satu per tiga), dan bila perbuatan itu yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 






diterapkan karena pasal 10 butir b nomor 1 pencabutan hak-hak tertentu, dan 3 
pengumuman putusan hakim. 
Dipidana atau tidaknya si pembuat kejahatan bukanlah bergantung pada 
apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa 
tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu.Karena itulah 
maka juga dikatakan, dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas 
legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang 
dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar 
daripada di pidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada 
kesalahan”.
92
Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin di 
pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan 
pidana.Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia 
dapat dipidana. 
Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dua 
perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar).Sehubungan dengan 
kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai 
dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia 
dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut antara lain: 
a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak) 
Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 
tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai 
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kemampuan berpikir, dan ia disebut anak  yang belum tamyiz (belum 
dewasa). 
b. Masa kemampuan berpikir lemah. 
Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. 
Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun 
sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik 
bukan hukuman pidana. 
c. Masa kemampuan berpikir penuh. 
Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada 
umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah 
dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. 
Dari isi pertanggungjawaban di atas dapat juga diklasifikasikan 
seperti tabel dibawah ini: 
a. Tabel I berdasarkan pertanggungjawaban pidana positif berdasarkan 
batas usia 
Batas Usia  Pertanggungjawaban pidana  
Dibawah  8 tahun  Dikenai hukuman pidana  hanya dikenakan 
pengawasan 
12-15 tahun Diajukan  ke sidang  pengadilan  &  tidak 
dikenai hukum  pidana namun dikenakan 
tindakan  
12-18 tahun Diajukan ke sidang pengadilan  & dikenai 
hukuman pidana maksimal setengah dari 








b. Tabel II berdasarkan pertanggungjawaban pidana Islam berdasarkan 
menurut usia  
Batas Usia  Pertanggungjawaban pidana 
Dibawah 7 tahun Bebas dari hukuman pidana  & hukuman 
pengajaran  tetapi dikenai 
pertanggungjawaban perdata  
7-15 atau 18 tahun Bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai 
hukuman pengajaran dan  
pertanggungjawaban perdata 
 
Berdasarkan tabel tersebut diatas penulis akan menganalisis 
pertanggungjawaban pidana positif dan pidana Islam berdasarkan 
menurut usia  
1. Pidana positif 
a) Dibawah usia 8 tahun  dapat dikenai pertanggungjawaban 
pidana dengan mengembalikan kepada orang tuanya atau 
diserahkan kepada departemen sosial 
b) Usia 8-12 tahun diajukan ke sidang pengadilan, kemudian 
diserahkan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada 
departemen sosial atau lembaga kemasyarakatan untuk disertai 
teguran dan syarat tambahan 12-18 tahun diajukan ke sidang 
pengadilan dan dikenai hukuman maksimum setengah atau 
sepertiga dari hukuman orang dewasa berdasarkan pasal 47 
KUHP 
 






a) Dibawah usia 7 tahun jika menimbulkan kerugian pertanggung 
jawabannya digantikan oleh orang tuanya, serta diberikan 
pembinaan atau pendidikan 
Usia  7-15 dan 18 tahun pertanggungjawabannya bebas dari hukum 
























 BAB V  
  PENUTUP 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka akhir dari penulisan 
skripsi ini dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
Penulis ingin memaparkan kesimpulan tentang batas usia anak sekaligus 
tentang perbandingan pertanggungjawaban (sanksi hukuman) pidana dalam 
hukum pidana positif dan hukum pidana islam. 
1. Batas usia anak dalam hukum pidana islam yaitu Para fuqaha seseorang 
diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan 
menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi‟iyah, 
HanafiyahHanabilah,, umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut 
seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Dan 
Malikiyah umur 18 tahun ketika memasuki usia balig. Serta anak yang belum 
mumayiz itu berumur 7 tahun.Batas usia anak dalam hukum pidana positif itu 
yang Pertama berbeda-bada tergantung pada tempat waktu dan keperluan apa 
dalam hal ini umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. 
Kedua apabila ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu 
2. Pertanggungjawaban pidana positif adalah yang melakukan perbuatan dengan 
perbuatannya dengan adanya kesalahan. Dengan demikian pertanggung 
jawaban dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat 







terganggu karena penyakit. Dan Pasal 45, 46, serta 47. Menurut Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana 
bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga): 
a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak 
dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan. 
b.  Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai 
hukuman pidana namun dikenakan tindakan. 
c.   Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai 
hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman 
orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.  
Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 
tahun atau 18 tahun dengan alternatif : 
a. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran 
tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata. 
b. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi 
dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban pidana. 
B. Saran 
1. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana Islam 
maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan 






2. Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam upaya 
penegakan dan kepastian hukum. Maka dalam konteks pelaku pidana dalam 
kategori usia anak-anak di butuhkan sebuah kepastian hukum dalam rangka 
penegakan hukum yang adil dan beradab. Maka, di harapkan kepada penegak 
hukum agar menerapkan prinsip kemaslahatan terbesar bagi anak sekalipun 
dalam upaya penegakan hukum yang berasaskan equality before the law. 
3. Bagi aparatur hukum di harapkan memiliki pengetahuan psikologi hukum 
yang dapat menopang ketajaman dan pertimbangan hukum sehingga kasus-
kasus pidana yang di lakukan anak-anak, tidak saja memenuhi unsur 
formalitas yuridis, tetapi juga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian 
hukum di tengah-tenaga masyarakat. 
4. Dalam kerangka penguatan system hukum pidana nasional, maka penelitian 
terhadap system hukum pidana Islam harus terus di lakukan. Telah menjadi 
keyakinan dan konsensus nasional terpenting bersama dengan system hukum 
nasional. Maka kepada para sarjana hukum dan sarjana hukum Islam agar 
dapat menjadikan kedua system hukum pidana ini sebagai kajian akademik 
untuk melahirkan kedua system hukum pidana ini sebagai kajian akademik 
untuk melahirkan seperangkat system hukum pidana nasional yang kuat dan 
tangguh. 
Demikianlah pembahasan skripsi ini.Semoga kerja keras penyusun dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-
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